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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAJII WALlKOTA PALEMBANG 

NOMOR If> TAHUN 2008 

TENTANG 

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 
PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN 

DENGAN RAHMA T TUHAN YAN~ 1AHA ESA 

WALIKOTA PALEM]j~G, 

: a. bahwn untuk memenuhi ketentuan Peratunm Daerah Kota Palembang Nomor I 
Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, sebagai upaya 
tercapainya kescragaman tata laksana pelayanan wnuni, guna meuingkatkan 
mulu pelayanan yang mendorong efektifitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas, 
prakarsa clan peran serta masyarakat, perlu dilaksana.kan kegiatan terpaclu yang 
bersifat sederhana, terbuka, lancar, lepat, lengkap, terjangkau clan tidak 
diskriminatif; 

b. bahwa sehubungan clengan huruf a, ma.ka unluk memberikan pedoman yang jelas 
dalam pemberian lzin Usaha Kepariwisataa11 sebagaimana diatur deogan 
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Talmo 2001 tentang Izin Usaha 
Kepariwisataan, sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 14 Tal1ur, 2007 clan Pcraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 
tentang Retribusi Iz.in Usaha Kepariwisataan, scbagaimana tclah diubah dcngan 
Peratunm Daerah Nomor 24 Tahun 2007. perlu meninjau dan merubah kembali 
Keputusan Walikota Palembang Nomor 02 Tahun 2003 lentang Persyaratan, 
Mekanisme clan Prosedur Telap Pemberian lzin Usaha Kepariwisataao; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl pada huruf n clan b, 
perlu mcnetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Persyamtan, 
Mekanisme dan Prosedur Teiap Pemberian lzin Usaha Kepariwisataan. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Oaeralt Tingkat II 
dan Kotapraja di Sumatcra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambnlmn Lembaran Negara RI Nomor 1821 ); 

2. Undnng-Unclang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tallun 2004 Noroor 53, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

3. Unclang-Uoclang Nomor 32 Tahw1 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahwt 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pcmcrintah Pcngganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemeri.ntnlian Daerah Menjadi Unclang-Undang 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembnrnn Negara RI 
Nomor 4548); 

4. Peraturao Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentaog Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintal1 Daerah Provinsi, clan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota (Leinbaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 
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5. Peratunm Daerah Kata Palembang Namar 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata 
Laksana Pelayanan Umum (Lembanm Daerah Kota Palembang Tahun 2000 
Nomor 2); 

6. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 2 Tahun 200 I ten tang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas Pakok, Fw1gsi dan Struktur Organisasi Dinas Daeral1 
(Lembaron Daerab Kota Palembang Tahw1 2001 Nomor 3) ; 

7. Peraturnn Daerah Kata Palembang Namor 27 TahWJ 2001 tenlang Pembinaan 
Jasa Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 
Namor 40), sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 14 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 
Nomor 14 ); 

8. Peraluran Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 200 I Nomor 41 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Daerah 
Kula Palembang Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daeral1 Kola Palembang 
Tahuo 2007 Nomor 24); 

9. Peraturao Daerah Kata Palembang No~ '44 Tuhun 2002 tentang Ketentraman 
dan K~tertiban (Le,~baran Daerab K9 Palembang Tahun 2002 Nomor 76), 
sebaga1mana lelah d1ubah dengan Pera!llran Daerah Kota Palembang Nomor 13 
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2007 Nomor 1 ); 

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 lentang Pedoman 
Pembinaan dan Opcrasional Pen}idik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah 
Kola Palembang Tahun 2004 Nomor 31 ). 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN WALlKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN 
MEKANISME DAN PROS[DUR TETAP PEMBERIAN IZIN USAHA 
KEPARIWISATAAN. 

OADI 

K£TENTUAN l.JMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraluran ini yaog dimaksud dengan : 

I. Daerah ndalah Kola Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah Walikola Palembang. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Wnlikota Palembang. 
5. Sekrelaris Daerab adalah Sckretaris Daerah Kota Palcmbru1g. 
6. Dina~ Pariwisata dao Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kola Palembang. 
7. Kepaln Dinas adalah Kcpala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. 
8: Pejabat adalah pcgawai yang diberi lugas terteotu di bidaog retribusi sesuai 

dengau pernturan perundang-undangan yang berlaku. 
9. Badao adalah sualu bentuk badan usal1a yang meliputi perseroan lerbatas 

pcrseroan komanditer, perser<)an lainnya, badao usaha milik Negara a1au daerah 
dengan nama dan bentuk apapun, persel-utuan, perkwnpulan, firrna, kongsi, 
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk 
usaha letap serta badan usaha lainnya. 

10. Kcpariwisataan adalah suatu yang hubungan dengan penyeleoggaraan 
kepariwisataan. 

\ I 1. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasulc 
pengusaha objek wisala clan daya tarik wisala serta usaha-usaha yang 
berhubungan dengan pcoyelenggaraan pariwisata. 
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Objek Wisata adalab perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni 
budaya dan seni budaya hangsa dan tcmpat keadaan alam yang mcmpunyai daya 
tarik wisala untuk dikunjungi wisatawaan. 
Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiup usaha komersial yang nmng lingkup 
kegiataannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengemhangan 
pariwisata . 
Wisata Tirta adalab keg.iatan rekreasi yang dilakukan peraiJ'ru1 laut, pantai, 
sungai, danau dan waduk. 
Usaha Wisata Tirta adalah usaha yan ruang lingkup kegiataunya menyecliakan 
dan mengelola sarana dan prasarana scrta meyediakan jasa-jasa lainnya yang 
berkaitan dengan kegiatan wisata tirta. 
Hotel adalah suatu usaha komersial yang mcnggw1akan seluruh atau sebagian 
dai·i suatu bangw1an yang khusus disediakan bagi sctiap orang yang mempcroleh 
pelayallan penginapan. 
Pondok. Wisata ada.lah suatu usaha perseorangru1 dengan menggunakan seluruh 
atau scbagian dari rumab tinggalnya atau bangunan sendiri untuk mcnginap dari 
setiap orang dengan pd"hitungan pembar~i barian, mingguan atau bulanan . 
a. Restoran adalah usaha komersial p~ , dia jasa pelayanan makan dan minum 

kepada tamu sebagai usaha pok~'k serta jasa hiburan sebagai usaha 
penunjang yang tidak terpisahkan dari usaha pokoknya. 

b. Rurnah makan adalah usaha komcrsial pcnycdia jasa pelayanM mak.ao dan 
minum kepada tamu sebagai usaba pokok, tidak termasuk pedagang kaki 
lima. 

Jasa Boga adalah setiap usaha yang mengadakan jasa pelayanan makru1 dan 
minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan ditempat 
pengelolaan. 
Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang I ingkup kegiataannya 
menghidangkan minuman kcras dan minuman lainnya w1tuk minum di ternpat 
usahallya. 
Biro Perjala11an Wisata adalah usaha mercncanakan perja!anan wisata dan at:au 
jasa pelayanan penyelenggaraan wisata. 
Rckt·casi dan I liburan Umwu adalab setiap usaha komersial yaug ruang lingkup 
kegiatannya dimaksudkan untL1k menambah k~S<::garan rohani dan jasmani. 
Usaha Jasa lmpresariat ada lah kegiatan pengurusan pcuyelengaraan hiburan, 
baik yang berupa mendatangka11, meogirim maupun mengembalikan scrta 
menentukan tempat, waktll dan jenis hiburan. 
Usaha Konsultan Pariwisata adalah usahajasa konsult:an yang bergerak dibidang 
wisala. 
Usaha Jasa Konvensi, Perjalauan lnsemif dru1 Pameran adalah usaha deogan 
kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pcrtcmuan sekelompok orang 
(Negarawao, Usahawan, Cendikiawan dao sebagainya) wituk membahas 
masalah-masalah yang herkailan dengan kcpenlingau bersama. 
Mandala Wisata adalah tempat yang disedikan utuk penerangan wisata clan atau 
peragaan kesenian dan kebudnyaan. 
Promisi Pariwisata adalah upaya atau kegiatM secara sistimatis guna menarik 
masyarakat untuk menggunakan waktu luangnya melakukan perjalanati wisata. 
lzin Prinsip Usaha Kepariwisataan adalab surat izin untuk membangun, 
mempcrluas, menata usaha kepariwisataan. 
Surat lzin Usaha Kepariwisataan adalab surat i7,in untuk melakuknn dan atau 
beroperasinya suatu usaha kepariwisataan. 
Tamu adalah setiap orang yang bcrkunj ung dan menggunakan jasa 
kepariwisataw1. 
Cafe adalah salah satu dari jasa usaha pangan, sebagian alau seluruh 
bangunannya pcrmanen atau tidak permancn/mobile/berpindah yang dilengkapi 
untuk proses pembuatan. penyajian don penjualan makanan dan mi11u111ru1 ringan 
serta hanya dileng)capi hiburan musik bagi umum ditcmpat usahaaya. 
Temrat Olahraga adaJah Jasa Usaha Olah.raga sebagian atau seluroh 
bangw1anr1ya permanen atau tidak perrnanen/mobi 1/perpindahan yang dilengkapi 
untuk proses pclak.sanaan olabraga. 
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(I) Setiap orang atau baclan yang aka11 melakukan kegiatan usaha kepariwisataan 
<lalam Daerah harus mendapnt Jzin Walikota yang diproses melalui Dinas 
Pariwisata dan Kebudavaan 

(2) Scsuai dengan lugas d~ fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaai1 clitetapkan 
sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitiao administrasi dan 
penelitian teknis dalam rangka pernberian izin usaha kepariwisataan, sesuai 
dengan pcrsyaratan, mekanisme dan prose<lm tetap yang diatur dalam Peraturao 
iui. 

Pasal 3 

(I) 

(2) 

(3) 

"' Proses penyelesaiaa pennohonan izin~ ha kepariwisataan diselesaikan dalam 
waktu IO (sepuluh) hari kerja sejak tangi,lal diterimanya pcnnohonon. 
Pem1ohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi 
persyaratan sesuai dengan ke1entum1 dalam PeraturM ini. 
Permohonan ym1g di tolak karena tidak mcmenuhi persyaratan administrasi dan 
atau 'persyaratan teknis akan diberitahukan kcpada pemohon seeara tertulis dalam 
tenggang waktu 3 (tiga) hari. 

l'asal 4 

(I) Terhadap pennohonan yang memenuhi persyaratan, diminta pe11etapannya 
kepada Walikota. 

(2) Setela.h ditctapkannya Keputusan \Valikota, KepaJa Dinas meocrbitkan surat 
Ketetapan Rctribusi Daerah (SKRD). 

(3) Apabila Izin Usaha kcpariwisataan asli sudaJ1 ditetapkan oleh Walikota, 
Pemohon membayar retribusi izin usaha kepariwisataan, kemudiao diterbitkan 
petikan izin usaha kepariwisatan yang clitandatangani oleh Kepala Dinas 
Pariwisata dan Kebudayan w1tuk disampaikan kepada Pemohon. 

l'asal 5 

.Jenis lzin Usaha Kepariwisataao sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 Peraturan ini, 
terdiri dari : 

I. Objck Wisata. 
2. Wisata Tirta. 
3. Hotel. 
4. Restoran. 
5. Rumah Makan. 
6. Cafe 
7. .lasa Boga 
8. Perjalanan Wisata 
9. Rekreasi dan 1-liburan l lmum ( Entertainment). 

I 0. T empat Olailraga. 
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UAB Ill 

J>nsal 6 

Pemohon mengajukau permohonan tertulis kepada WaJikota melalui Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan dengan mclampirkan Persyaratan sebagai berikut : 

I. Objek Wisata 
I) Melampirkan potocopy Kartu Tanda l'enduduk (KTP) Daerab 
2) Melampirkan potocopy Surat lzin Tcmpat Usaha (SlllJ) . 
3) Melampirkan potocopy Surat lzi.n Usaha Perdagangan (Sil JP). 
4) Melampirkan potocopy Akte Pendirian Pcrusahaan . 
5) Melampirkan potocopy Tanda Lunas Pajak Bwni dan Bangunan (PBB) tahun 

tcrakhir. 
6) Melarnpirkan potocopy :Studi K.elayakan. 
7) Melampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak J (tiga) lembar berwarna 
8) Melampirkan Rckomendasi Camat Se~ pat. 

2. Wisata Tirta 
I) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dacrah. 
2) Melampirkao potocopy Surat Izin Te,npat Usaha (SlllJ). 
3) Melampirkan potocopy Surat lzin UsaJ1a Perdagangan (STUP). 
4) Melampirkan potocopy Alc.te Pendirian PerusaJ1aa11 . 
5) Mclampirkan potocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 

terakhir. 
6) Melampirkan potocopy Studi Kelayakan. 
7) Mclampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak J (tiga) lcmbar berwarn1 
8) Mclampirkan Rekomendasi Carnal Setempal. 

3. Hotel 
I) MelanJJlirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dacrah. 
2) Melampirkao potocopy Surat lzin Tempat Usaha (SITU). 
J) Melampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 
4) Mclampi.ikau h:iu Prin~ip Walikota. 
5) Melampirkan photocopy Aktc Pcndirian l'erusahaan. 
6) Melampirkan photocopy Tanda Lunas Pajak Bumi <lan Bangunan 

(PBB) tahun tcrakhir. 
7) Melampirkan photoopy IBM 
8) MelampiJkan pas photo 4 x 6 cm sebanyak 3 ( tiga) lcmbar berwama. 
9) Melampirkan Rekomendasi Camat seternpat 

4. Restoran 
I) Mel am pirkan photocopy Kartu T anda Penduduk (KTP) Dacrah. 
2) Melampirkan photocopy Surat lz.ia Tempat Usaha ( SITU). 
3) Mclampirkan potocopy Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP). 
4) Melampirkan photocopy Akte Pendirian Perusahaau. 
5) Melampirkan photocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Banguna (PBB) 

Tahun tcrakhir. 
6) Melarnpirkan photocopy 1MB . 
7) Melampirkan pas photo 4 )( 6 cm sebanyak J (tiga) lcmbar berwama 
8) Melampirkan Rekome<lasi Camat setempat . 

5. Rumah Makan 
I) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Pcnduduk (KTP) Dacrah. 
2) MelanlJlirkan photocopy Surat lzin Tempat Usaha ( SITU). 
3) Mi;lampirkan potocopy Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP). 
4) Melampirkan photocopy Akte Pendirian Perusahaan. 
5) Melampirkan photocopy Tanda Lwias Pajak Bumi dan Banguna (PBB) Tahun 

terakhir. 
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6) Melampirkan photocopy LMB . 
7) Melampirkun pas photo 4 x 6 cm scbanyak 3 (tiga) lembar bcrwama 
8) Melampirkan Rekomedasi Camal sclcmpat . 

6. Cafe 
1) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTI') Daernh. 
2) Melampirkan photocopy Surat lzin Tempat Usaha (SITU). 
3) Mclampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 
4) Melampirkan photocopy Akte Pendirian Perusahaan. 
5) Melampirkan photoc.opy Tanda Lunas Pajak Bwni dan Bangunan (PBB) 

tahun terakhir. 
6) Melampi(kan photocopy 1MB. 
7) Melampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berwama. 
8) Melampirkan Rekomendasi Camat selempat. 

7. Jasa Boga 
1) Melampirkan pb.olocopy Kartu -r:andef_fcnduduk (KTP) Daerah. 
2) Melamptrkan photocopy Surat lzm J 'lnpat Usaha (SITU). 
3) Melampirkan potocopy Surat Jzin Us~a Perdagangan (SIUP). 
4) Melampirkan photocopy Akte l'endirian Pernsahaan 
5) Melampirkan photocopy Tanda Luna~ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

tahun lerakhir. 
6) Melampirkan photocopy J MD . 
7) Melampirkan paspholo 4 x 6 cm sebamyak 3 (tiga) lembar berwama. 
8) Melampirkan Rckomendasi Camat setempat. 

8. Perjalauau Wisata 
1) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dacrah. 
2) Mclampirkan pbotcopy Surat lzin Tempat Usaha (SITU). 
3) Melampirkau potocopy Smal lzin Usaha Perdagangan (SIUP). 
4) Melampirkan photocopy Aktc PendiriaJJ Perusahaan 
5) Melarnpirkan Garnbar Lokasi Tempat Usaha. 
6) Melampitk.an Struktur Organisasi. 
7) Melampirkan photocopy Tanda Lui us Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

tahun lerakhi r. 
8) Melampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak 3 {liga) lembar berwarna. 
9) Melarnpirkan Rekomendasi Camal seternpat. 

9. Rekrcasi dan Hiburan Uruum (Entertainment) 
I) Melan1pirkan photocopy Karlu Tanda Penduduk (KTP) Daerah. 
2) Melampirkan photocopy Surat lzin Tempat Usaba (SITU). 
3) Melampirkan potocopy Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP). 
4) Melampirkan photocopy Akte l'endirian l'erusahaan. 
5) Melarnpirkan photocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

tahun tcrakhir. 
6) Melampirkan photocopy 1MB. 
7) Mclampirkan photocopy Lunas Pajak Daerab. 
8) Mclampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar bcrwama. 
9) Melampirkan Rckomendasi Camat setempal. 

I 0. Tempal Olahraga 
I) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah. 
2) Melampirkan photocopy Surot lziu Tempat Usal1a (SITU). 
3) Melampiikan potocopy SLO'at lzin Usaha Perdagangan (SIUP). 
4) Melampirkan photocopy Al<Ie Pendirian Pernsaliaan. 
5) Melampirkati photocopyTll.!lda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 

terakh.ir. . 
6) Melampirkan photocopy lzin!Mendirikan Bangunan (JJ\,IB). 
7) Melampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanynk J (liga) lembar berwarna 
8) Mclampirkan Rekomendasi Camat setempaL 
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Pasal 7 

(1) lzin Usaha Kcpariwisataan di1etapkau selama usaha lersebut masih berjalan. 
·(2) Untuk pengendalian dan pengawasan lzin Usaha Kepariwisataan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, wajib melakukan datlar uJang setiap l (satu) 
tahun sekali terhitung sejak tanggal izin tersebut ditctapkan dengan lidak 
dipungut retribusi. 

Pasal 8 
Penelitian dan penilnian lethadap pcrmohonan lzin Usaha Kepariwisataan hasilnya 
di1uangkan dalam Berita Acara. 

BABIV 

MEKANJS!l1E DAN PROSEDUR TETAP 
~ 

Pas~<> 
t 

(l) Mekanisme pemberian lzin Usaha Kepariwisataan adalaJi sebagai berikul : 
l. Pemohon mengajukan perniohonan kepada Walikota melalui Dinas Pari • 

wisata dan Kebudayaan. 
2. Pemcriksaan berkas w11u::c diteliti kclengkapan persyaratnnnya dan kemudian 

dicatat pada buku agenda. 
3. Apabila persyaratan Jengkap alum dilaitjutkan pengecekan kc lokasi yang . 

hasilnya dituangkao dalam Bcrita Acarn. 
4. Pada W'dktu pengecekan ke lokasi dan tclah mernenuhi persyaratan teknis akan 

di proses lebih lanjut dan apabila t.idak rncmenuhi persyaratan leknis akan 
<likembalikan kepada Pemohon. 

5. Pem1ohonan yang telah memenuhi pcrsyaratan teknis, diteruskan kepada 
Walikota untuk mendapatkan persetujuan berupa Kepulusan Walikota, sedang 
pcrmohonau yang pada waktu dia<lakan pemeriksruin lokasi tidak memenuhi 
pcrsyaratan ditunda dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi 
persyara1annya. 

6 . Perrnohonan yang tclah mendapatkan Keputusan Walikota. ditetapkan 
bcsamya retribusi yang harus disetor oleh Pemohon. 

7. Setclah Pemohon memenuhi kcwaj iban yang telal1 ditetapkan, Kepala Dinas 
Menerbitkan Petikan Jzin Usaha Kepariwisataan untuk disampaikan kepada 
l'emohon. 

8. Unluk datlar ulang terhadap pemohon yang memenuhi persyaratan dirnintakan 
kcpada Kepala Dinas Pariwisata daa Kebuclayaan. selama tempat usaha 
tcrscbut lidak mcngalami perubahan. 

(2) Mekanisme dari Prosedur Tetap Pembcrian lzin llsaha Kepariwisalaan 
adalah sesuai deagan skema alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dcngan Peraturan uu. 

BABV 

KETENTUAN RETRIBUSI 

Pasal 10 

Setiap pemberian Izin llsaha Kepariwisataan. dikenakan retribusi berdasarkan 
Peraturan Daerah. Kota Palembang Nomor 28 Tahun 200 I tentang Retribusi 
Pembinaan Jasa Usaba. Kepariwisataan, sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 24 Tahun 2007. 
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PENUTUP 

Pasal 1 I 
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Hal-hal yang belum <liatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaaan aka11 diatur lebih Janjut dengan Keputusan Kepala Dinas alas nama 
Walikota. 

Pasal 12 

Dcngan ditetapkannya l'eraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 02 
Tahun 2003 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin 
Usaha Kepariwisataan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . 

• 

' Paswr 13 

Peraturan ini mulai berlaku sejak langgal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang. 

Ditetapkao di Palembang 
pada tanggal /{, M?J 2008 

T PALEMBANG, 

SANTANA PUTRA 

gken di P,aletnbeng 
got lb-,- 2009 
TARIS DAERAH 

IAN(I .. ..,. 



( LAMPIRAN PERATURAN Wr,fi ·::nA PALEMBAN3 
NOMOR : If rAHUN 2008 
TANGGAL : /(. ME!-/ 2008 
TENTANG : PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 

PEMBERIAN IZIN USAI-A KEPARIWISATAAN. 

SKEMA PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN 

! 
I .. I PEMOHON I 

DINAS PARIWISATA 
' ' DAN KEBUDAYAAN KOTA 

PALEMBANG 

Dikemba likan un111k perbaikan 
PROSES ADMINISTRASI dan keleng)(apan persyara1an 

SUBDIN SARANA DAN JASA 
USAHA PARIWISATA/OBJEK 

dikembalikan unruk perbaikm1 ! 
PENGECEKAN KE LOKASI 

_, , ... ..... , ....... 
dan kelengkapan persyarntan 

OLEH TIM UNTUK 
PERSYARATAN TEKNIS 

'~. 

PET!KAN !ZIN PENETAPAN IZIN OLEH 
PEMBAYARAN . OLEH WALIKOTA PALEMBANG 

RETRIBUSI KEPALA DINAS 

K .,, ' "- hi~ 
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. / 

~ I 

~ 
~u Ye ·, SANTANA PUTRA 

uwan. HHmen. M. 81 
ltRITA OAEIIAH KOTA ~AI.EMBAH<> 
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